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Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian produk Gold to Baitullah (GTB) Bank Syariah
Indonesia dengan prinsip figh muamalah, khususnya terkait transaksi emas dan penerapan akad ganda.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui analisis Al-Qur’an,
hadis, ijma’, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur figh
muamalah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas dalam perspektif figh muamalah termasuk
barang ribawi yang pada dasarnya harus ditransaksikan secara tunai. Namun, DSN-MUI melalui Fatwa No.
77/DSN-MUI/V/2010 memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan akad murabahah selama emas
diposisikan sebagai komoditas. Produk GTB menerapkan akad murabahah dalam pembelian emas dan akad
rahn dalam menjaminkan emas untuk pelunasan biaya haji. Meskipun secara figh klasik terdapat kritik terhadap
praktik cicilan emas dan ketergantungan antar akad, DSN-MUI memandang skema GTB sebagai produk yang
diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan akad dan tidak mengandung riba, gharar, serta maisir.
Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa kajian kritis antara figh klasik dan figh kontemporer
dalam menilai produk pembiayaan emas syariah.

Kata kunci : Emas Ribawi, Murabahah, Rahn, Multiakad, Gold to Baitullah

I. Pendahuluan

Emas merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia tidak hanya sebagai perhiasan, emas juga sering
digunakan sebagai alat tukar dan sarana investasi(Asnawir & Makka, 2023). Dalam pandangan fikih muamalah, emas
memiliki kedudukan khusus karena diperlakukan layaknya uang(nagd), karena setiap transaksi yang melibatkan emas
harus memperhatikan aturan syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi)((OJK),
2022)(Hanggraeni, 2019).Secara historis, emas dan perak digunakan sebagai alat tukar utama pada masa Nabi
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam bentuk dinar dan dirham(Kasmir, 2012). Fungsi emas sebagai alat tukar
ini menjadi dasar utama bagi kebanyakan para ulama (jumhur fugaha) dalam mengategorikan emas sebagai barang
ribawi (Herawan, Hakim, et al., 2023). Seperti penjelasan dalam Al-Qur'an, hadist, serta kesepakatan para ahli ilmu
(ijma') bahwa emas merupakan salah satu contoh barang ribawi, sesuai dengan prinsip syariah.

Kategori barang ribawi ini memiliki aturan yang ketat dalam proses pembelian atau pertukaran, dengan tujuan
mencegah adanya praktik riba, terutama Riba Fadhl (kelebihan dalam ukuran atau timbangan) dan Riba Nasi'ah
(penundaan dalam serah terima). (Lamtana & Mayditri, 2022)Berdasarkan hadis dari 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu
'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan dua syarat utama dalam pertukaran barang sejenis, seperti emas
dengan emas, yaitu harus sama berat atau ukurannya (mitslan bi mitslin) dan harus dilakukan secara langsung (yadan bi
yadin)(Syaikhu, 2020b). Para ulama dari masa ke masa telah membahas secara panjang tentang bagaimana jual beli
emas, gadai, atau akad lainnya bisa dilakukan tanpa melanggar prinsip Islam(Antonio, 2001).

Kewajiban jual beli tunai (yadan bi yadin) dan pelunasan adalah prinsip penting yang harus dipenuhi ketika

emas ditukar dengan emas, perak, atau uang kertas (mata uang fiat modern) (Aristianti et al., 2021). Konsensus dari
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kebanyakan mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa pertukaran emas dengan
barang yang bernilai sama, seperti uang (yang dianggap sebagai pengganti perak/dirham), wajib dilakukan secara tunai
dan lunas pada saat akad terjadi (Herawan, Al Hakim, et al., 2023).Kewajiban membayar di tempat (tagabudh) ini
memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya Riba Nasi'ah. Riba Nasi'ah(Nurjadidah,
2020) secara pasti terjadi ketika salah satu atau kedua barang yang bersifat ribawi ditunda pembayarannya dari waktu
akad, yang secara dasar melanggar aturan transaksi tunai(Mubarok, 2017) (Aristianti et al., 2021). Karena itu,
menentukan harga dan membayar secara lunas serta menyerahkan barang segera merupakan bentuk nyata dari prinsip
yadan bi yadin dalam pembelian dan penjualan emas.

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, bank-bank syariah di Indonesia semakin berinovasi
contohnya menawarkan produk berbasis emas seperti BSI yang menawarkan berbagai layanan seperti tabungan emas,
cicilan emas, gadai emas, hingga pembiayaan emas. Produk-produk ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
investasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu masyarakat mengatur keuangan secara halal dan aman, dan sesuai
prinsip Islam(Hidayatullah, 2020). Inovasi produk emas ini sekaligus menjadi jawaban atas tingginya minat umat
muslim dalam berinvestasi sesuai syariah(Ismail, 2020).Namun, apakah produk berbasis emas yang ditawarkan bank
syariah seperti BSI sudah sesuai dengan figh muamalah dan aturan dalam Al Quran, Hadist dan Ijma untuk itu penelitian
ini bertujuan untuk meneliti apakah produk berbasis emas seperti Gold To Baitullah sudah sesuai dengan figh
muamalah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Tanah Air turut menghadirkan
berbagai produk berbasis emas seperti tabungan emas, cicilan emas, gadai emas, hingga produk terbaru yang cukup
unik, yaitu Gold to Baitullah (GTB). Produk Gold To Baitullah hadir dengan konsep membantu nasabah mewujudkan
impian melaksanakan ibadah haji melalui skema pembiayaan emas(Indonesia, 2023). Produk ini memberikan
kemudahan bagi nasabah untuk membeli emas secara bertahap melalui sistem cicilan(Fadilah et al., 2024). Seiring
waktu, emas yang dimiliki tidak hanya berfungsi sebagai tabungan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen investasi.
Dengan begitu, nasabah bisa memanfaatkannya sebagai persiapan biaya haji di masa mendatang.

Fenomena inovasi pembiayaan cicil emas terbaru dari BSI sebagai solusi pelunasan biaya haji nasabah dengan
nama Gold to Baitullah menimbulkan pertanyaan apakah inovasi pembiayaan Gold to Baitullah sesuai dengan figh
muamalah pembiayaan emas. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat perbedaan pendapat ulama terkait akad-akad
emas kontemporer, terutama ketika dikaitkan dengan pembiayaan ibadah yaitu mengizinkan dan menghalalkan produk
GTB dengan sistem 2 akad yaitu pertamaa akad murabahah untuk membeli emas dengan cara menyicil kemudian kedua,
emas tersebut digaadaikan untuk pelunasan biaya haji dengan akad gadai emas (rahn)(DSN-MUI, 2010)(Ascarya,
2021b).Jadi, emas dalam konteks produk GTB merupakan barang komoditas sedangkan menurut figh muamalah adalah
barang ribawi atau emas memiliki kedudukan khusus karena diperlakukan layaknya uang(naqd).Berdasarkan laatar
belakang teersebut peneliti ingin mengkaji fiqgih muamalah produk Gold to Baitullah BSI,apakah sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah :

A. Bagaimanakah konsep Gold To Baitullah dalam praktik di BSI (skema, akad, syarat)?

B. Apakah produk Gold To Baitullah sesuai dengan konsep figh muamalah?

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis /ibrary research (penelitian kepustakaan).
Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep pembiayaan emas Gold to Baitullah (GTB)
dari perspektif figih muamalah serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI melalui analisis sumber-sumber
tertulis, tanpa melakukan penelitian lapangan.Menurut Zed (2014), library research merupakan penelitian yang seluruh
prosesnya dilakukan melalui pengumpulan data berbasis dokumen, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya. Dengan
demikian, analisis difokuskan pada penafsiran, pemahaman, dan pengembangan konsep melalui kajian literatur.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai dasar
dalam menganalisis hukum syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syuro Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) merupakan rujukan utama dalam mengevaluasi praktik jual beli emas tidak tunai serta penerapan akad rahn.
Beberapa fatwa yang digunakan sebagai acuan meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/2010 mengenai Jual Beli Emas
Tidak Tunai, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/2002 tentang Rahn, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 92/2014 terkait
pembiayaan dengan jaminan. Selain itu, sumber data primer lainnya mencakup Al-Qur’an, hadis, serta dokumen resmi
dari Bank Syariah Indonesia seperti Standar Operasional Pelayanan (SOP), brosur, dan publikasi internal yang

menjelaskan mekanisme produk GTB. Penggunaan sumber data primer tersebut sangat penting untuk memastikan
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keabsahan dan validitas dalam menganalisis penerapan akad murabahah dan rahn pada produk GTB(Ascarya, 2021b).

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung analisis konseptual, yaitu buku-buku
figh muamalah kontemporer(Antonio, 2011)(Ismail, 2020)(Syaikhu, 2020a) , serta berbagai artikel ilmiah nasional dan
internasional yang membahas transaksi emas, murabahah, rahn, multiakad, dan pembiayaan haji (Herawan, Hakim, et
al., 2023)(Ayubi, 2021)(Lamtana & Mayditri, 2022). Dokumen sistem requirements specification (SRS) berisi semua
fungsi yang dijelaskan dalam SRS syariah, sedangkan SRS final mencakup semua fungsi yang terdapat dalam SRS
syariah lembaga keuangan dengan kemungkinan penambahan atau perubahan. Penelitian sebelumnya tentang cicilan
emas, gadai emas, serta inovasi produk berbasis emas digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat
argumen penelitian(Simah Bengi & Yoland, 2025) (Nurjanah, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur.
Dalam studi dokumentasi, dilakukan proses mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan dokumen
resmi seperti fatwa dari DSN-MUI, SOP BSI, serta regulasi OJK yang terkait dengan sektor keuangan syariah.
Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan meninjau hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar teori dan untuk
membandingkan, sehingga memperdalam pemahaman tentang penerapan akad murabahah dan rahn dalam industri
keuangan syariah (Hanggraeni, 2019).Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis, yaitu teknik
analisis yang berfokus pada interpretasi sistematis terhadap isi dokumen. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap,
yakni reduksi data untuk memilih literatur yang relevan mengenai transaksi emas, kemudian kategorisasi yang membagi
informasi berdasarkan tema akad, regulasi, kepatuhan syariah, serta analisis komparatif untuk membandingkan
ketentuan figh muamalah dengan praktik yang diterapkan oleh BSI. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan
mengenai tingkat kesesuaian produk GTB dengan prinsip-prinsip syariah dan ketetapan fatwa DSN-MUI (Herawan, Al
Hakim, et al., 2023).

ITI. Hasil dan Pembahasan
3.1 Gold To Baitullah
Produk Gold to Baitullah (GTB) yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah inovasi pembiayaan

emas yang bertujuan untuk melengkapi fasilitas pembiayaan ibadah haji. Produk ini ditujukan bagi para nasabah yang
sudah mendaftar ibadah haji melalui BSI dengan setoran awal sebesar Rp25.000.000 melalui pembukaan rekening
Tabungan Haji BSI, namun belum mampu menyelesaikan sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji.Secara teknis, GTB
berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan yang memungkinkan nasabah melunasi kekurangan biaya haji dengan sistem
pembayaran berupa cicilan emas.Dalam sistem ini, BSI terlebih dahulu membeli batangan emas dari pemasok resmi,
kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin
keuntungan yang sudah disepakati sejak awal. Emas tersebut secara administratif dianggap milik nasabah, tetapi disimpan
dan dikelola oleh bank.

Jangka waktu pembiayaan GTB berkisar antara 1 hingga 5 tahun, dengan ketentuan cicilan emas minimal disesuaikan
dengan kemampuan nasabah dan perkiraan waktu keberangkatan haji. Emas yang dibayarkan cicilannya memiliki berat
tertentu dalam satuan gram, nilai emas tersebut dikonversi untuk memenuhi kebutuhan biaya haji. Berdasarkan biaya haji
tahun 2024 sebesar Rp69.000.000, maka nasabah yang sudah menyisihkan dana sebesar Rp25.000.000 masih
membutuhkan tambahan sekitar Rp34.000.000. Jumlah yang kurang ini diperkirakan dapat terpenuhi melalui kenaikan nilai
emas yang dicicil selama masa pembiayaan berlangsung.

Margin keuntungan dalam pembiayaan GTB ditentukan sejak awal dan dibayarkan dalam bentuk angsuran
bulanan.Besarnya margin tetap sama sepanjang masa pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi
nasabah. Angsuran dilakukan setiap bulan hingga jangka waktu pembiayaan berakhir atau sampai nilai emas yang dimiliki
mencukupi untuk membayar biaya haji.

Dalam penerapannya, produk GTB menggunakan dua jenis akad yang berbeda, yaitu akad murabahah saat membeli
emas dan akad rahn ketika emas itu digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan setoran atau
pelunasan haji. Pemisahan kedua akad ini dilakukan agar tidak terjadi penggabungan antara akad jual beli dan pinjaman
dalam satu transaksi, yang dalam figh muamalah dilarang, dikenal sebagai larangan bay‘ wa salaf. Oleh karena itu, setiap
akad dalam produk GTB berdiri sendiri dan memiliki dampak hukum yang berbeda.
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3.2 Emas Sebagai Komoditas Riabawi Dalam Prespektif Figh Muamalah
Riba secara syar’l adalah penambahan atau pentakhiran pada tukar-menukar pada harta-harta tertentu atau apa yang

ditambahkan pada pokok utang(Antonio, 2011).Dalam Al-Qur’an, hadis, dan ijma’ disebutkan bahwa hukum riba adalah
haram dan termasuk dari dosa-dosa besar hingga Allah mengumumkan perang pada para pelaku riba yaitu orang yang
memberi makan riba, memakan riba dan 2 orang yang menyaksikan transaksi riba (saksi) dan riba termasuk dalam 7 dosa
besar yang membinasakan(Aristianti et al., 2021).
Dalil dalam Al Quran yang menyebutkan tentang hukum haram riba yaitu surah QS. al-Baqgarah/2: 275.
Ll as s gl Jlal s

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Herawan, Al Hakim, et al., 2023)

Kemudian ada dalil dalam Al Quran yang menyebutkan Allah akan berperang terhadap riba (pemakan, pemberi dan
orang saksi transaksi riba) yaitu surah QS. al-Baqarah/2: 278-279:

30 pSB 58 ) 5 a5 o) e e 15308 ) sla o (3 (Ve 0 0TS ) LW (0 (o Lo 5035 a5l ) sial 0l L
Osallai ) s ¢ sallas J) oS 5l

Terjemahnya:

“Allah “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum
dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak laksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.
Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tindak berbuat zalim (merugikan) dan tidak
dizalimi.”(Nurjadidah, 2020)

o5t il 5 il Ol OS5 L0 ST Galaly )l s i) ki) (585 sl 5 laLy ) 8 ScaLa sy il sy s 11 18 iy shel gl | i)
e shel Callilal) Cilialaal (ol 5 Can 3N

Artinya:“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, mereka berkata: wahai Rasulullah apakah ketujuh itu? Rasulullah
berkata: menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak,
memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, menuduh zina tanpa bukti kepada perempuan
yang suci lagi beriman.” (H.R. Bukhari)(Hidayatullah, 2020).

Dari Jabir bin Abdullah raddiallahu ‘anhuma berkata:
o o ot U 5 400815 5 4l 55 Lol ST ol g e Jla) Lo Jlal J a5 ol

Artinya:“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba, dan dua
yang menyaksikannya dan Rasulullah berkata, ‘Mereka semua sama’.” (H.R. Muslim) (Ismail, 2020)

Bagi pelaku riba (pemakan riba, pemberi riba dan 2 saksi riba) memiliki banyak efek negative selain dosa besar dan
haram seperti dampak buruk pada keberkahan hidup secara Al Maqasid Syariah seperti Ad Dien (agama) seperti lalai
akhirat (lalai ibadah, sedekah, zakat) sibuk menumpuk harta seperti kemasukan setan, An Nash (jiwa) tidak tenang,
psikologisnya buruk seperti egois, rakus, sepeti orang gila,bingung kemudian an nahl (keturunan) seperti tidak roal pada
anak untuk kepentingan Pendidikan, mengajarkan egoism, mengajarkan sifat kikir, lalu Al Aql (ilmu) seperti cenderung
mencari ilmu dunia untuk menambah harta saja, dan Al Maal sepeti terus menerus focus menumpuk harta dengan tidak
memperdulikan kondisi orang lain (Fadilah et al., 2024).

Riba berdasarkan bentuk transaksinya terbagi menjadi dua jenis yaitu riba pada utang piutang dan riba pada jual
beli.Pada konteks penelitian ini dibahas riba pada konteks jual beli dalam kaitanya dengan transaksi emas sebagai barang
ribawi maka jenis riba yang melekat dan dominan pada transaksi emas yaitu Riba Al-Fadl dan Riba al-Nast’ah.

Dalam figh muamalah serta penjelasan beberapa hadis disebutkan bahwa emas termasuk dalam kategori barang
ribawi(S. et al., 2021).Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang enam jenis barang ribawi yaitu
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emas,perak,gandum,jelai, kurma, dan garam. Dalam hadis dijelaskan bahwa barang ribawi yaitu barang yang terdampak
oleh riba pada jual beli, yaitu barang yang ‘illatnya adalah alat tukar atau makanan pokok yang dapat disimpan,
sedangkan yang dimaksud dengan sejenis adalah barang-barangnya sama-sama barang ribawi seperti penjelasan hadis
Nabi Muhammad # berikut:

el el iy 1 el Serctly iy S5 Ay Ay iy G 2 0 (150 9B 08 A G () 55 s ol 8
(e ol )0l 288 3130 g} 33 (b ey 13 e oy ) 3au Jiay Dl

Artinya:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam
dengan garam harus sama takarannya, seimbang, dan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia
telah melakukan riba.” (H.R. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa pertukaran atas barang ribawi seperti emas yaitu emas dengan berbagai macam
jenisnya adalah sejenis, kurma dengan berbagai macam jenisnya sejenis, dan mata uang real Saudi dengan berbagai
macam bentuknya uang kertas atau logam juga sejenis, sehingga barang ribawi harus ditukar dengan yang sama ‘illatnya
seperti emas | gram (dinar) ditukar dengan emas Batangan 1 gram, 20 gram kurma sukari ditukar dengan 20 gram kurma
mejol (sejenisnya), 1 kg gandum Arab ditukar dengan 1 kg gandum Mesir, 100 real Saudi ditukar dengan 100 real Saudi
( 5 pecahan 20 real) jika transaksi tukar menukar ini tidak dipenuhi maka berlaku riba al-fadl yaitu riba yang terjadi
karena jual beli barang ribawi yang sejenis dengan takaran yang berbeda(DSN-MUI, 2010).

Sejalan dengan dalil pengharaman riba al-fad! yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit radiallahu
anhu dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

| smh Cilialll o2 Clia) 138 2 1y 5) sy 31 gue Jine i (5 ymlly oyl 5 pellals celll 5 ol ol 5 il el 5 Amilly dmil) 5 a3l Caa )
Wy 1Y) a1 Cas
Artinya:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, garam dengan garam,
gandum dengan gandum, harus semisal, harus serupa, harus tangan dengan, apabila berbeda agsnafnya maka juallah
bagian kalian.”

Hadis ini menjelaskan bahwa Asnaf (bentuk jamak dari sinf yang artinya varietas) al-riba adalah dzat/harta benda

yang dapat dikenai hukum riba dalam transaksinya. Asnaf al-riba atau barang-barang ribawi merupakan barang-barang
yang disebutkan secara tekstual pada hadis Ubadah yaitu‘illatnya yang terdiri dari dua jenis, yaitu alat tukar atau
makanan pokok yang dapat disimpan yaitu ‘Illat alat tukar meliputi emas dan perak serta barang-barang yang tidak
disebutkan dalam hadis yang memiliki ‘illat/jenis yang sama yaitu alat tukar, seperti uang dengan berbagai macam mata
uangnya. Dalam Bidayah, Ibnu Rusyd sejalan dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik menjelaskan "'Tllat larangan jual
beli emas yang harus sama itu (dalam satu jenis) karena sebagai alat pembayaran seperti larangan jual beli emas dan
perak (harus tunai dan sama) dan illat keduanya sebagai alat tukar yang berbeda(S. et al., 2021).Tetapi, jika satu jenis,
maka harus sama(Afnan, 2013). Seperti jenis uang kertas, logam, elektronik, dan lain-lain selama digunakan sebagai alat
tukar maka termasuk dalam ashnaf al-riba, disamakan dengan hukum qiyas atas emas dan perak((OJK), 2013).
‘Illat yang kedua adalah makanan pokok yang dapat disimpan, yaitu gandum, terigu, kurma, garam. Makanan pokok
tersebut adalah barang-barang yang tidak disebutkan dalam teks hadis akan tetapi memiliki ‘illat/jenis yang sama seperti
beras, jagung, biji-bijian dan semisalnya. Jika bukan makanan pokok dan tidak dapat disimpan maka tidak termasuk
barang ribawi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan lain-lain.((OJK), 2017) Landasan hukumnya adalah qiyas
seperti qiyasan uang atas emas, maka beras digiyaskan seperti gandum, terigu dan lain-lain.

Transaksi riba atas barang ribawi juga dijelaskan dalam riba nasi’ah. Riba al-nasi’ah adalah riba yang disebabkan
karena penundaan atau pengakhiran, yaitu tukar-menukar barang ribawi dengan barang ribawi yang sama ‘illatnya dan
tidak secara kontan atau tunai(S. et al., 2021).Barang ribawi yang sama ‘illat nya adalah barang ribawi yang sama
kategorinya, keduanya sebagai alat tukar, atau kedua-duanya sebagai makanan pokok yang dapat disimpan (sejenis atau
beda jenis). Sedangkan yang dimaksud kontan adalah kedua barang ditukar pada tempat, dan waktu yang sama oleh
kedua/lebih pihak yang bertukar/saat majelis akad berlangsung. Contoh riba al-Nasi’ah yaitu, transaksi tukar menukar 10
gram kurma dengan 10 gram gandum Dimana kurma diterima hari sedangkan gandumnya diserahkan besok hari, atau
menukar 10 gram emas batang lama dengan 10 gram emas baru tidak secara kontan, atau menukar Rp. 1.000 pecahan
lima ratus tidak secara kontan(Simah Bengi & Yoland, 2025). Riba nasi’ah dilarang dan diharamkan seperti penjelasan
Umar bin Al-Khattab radiallahu ‘anhu bahwasanya Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
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Artinya:

“Emas dengan emas riba kecuali secara kontan, dan terigu dengan terigu riba kecuali secara kontan, dan gandum
dengan gandum riba kecuali secara kontan, dan kurma dengan kurma riba kecuali secara kontan.” (H.R. Bukhari) (DSN-
MUI, 2010)

Dari Abu Sa’ 1d Al-Khudri mdhzyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
(ol 3 A8 Y1 300 38 3 1315 (el iy 15 ey Sl ey AL G By el iy 5L A5 AZadlly Al 5 AL Sl
£ 48
“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis
gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau
timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah
berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”
(HR. Muslim, no. 1584)

Dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,
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“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis
gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau
timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau
membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim, no. 1587)

Berdasarkan hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari dari para sahabat Nabi ¥ seperti
Ubadah bin ash-Shamit, Abu Sa'id al-Khudri, dan Umar bin al-Khattab radiyallahu 'anhum, dapat disimpulkan bahwa
ada enam jenis barang yang secara jelas dikelompokkan sebagai barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jelai (sya'ir),
kurma, dan garam. Hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa jika barang ribawi yang sama jenis diperdagangkan, maka
pertukaran harus dilakukan dengan jumlah yang sama, kualitas yang setara, dan secara tunai. Setiap penambahan atau
penundaan dalam proses pertukaran tersebut dianggap sebagai riba dan dilarang dalam syariat Islam(S. et al., 2021).
Hadis-hadis tersebut juga menjelaskan bahwa jika pertukaran dilakukan antara barang ribawi yang berbeda jenis, maka
transaksi diperbolehkan selama dilakukan secara tunai tanpa penundaan.Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan
terhadap riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi serta mencegah adanya
keuntungan sepihak yang tidak diimbangi dengan pertukaran yang adil. Oleh karena itu, keenam barang tersebut menjadi
dasar utama dalam menentukan konsep mal ribawiyah, yang kemudian digunakan oleh para ulama sebagai dasar qiyas
dalam menetapkan status komoditas lain yang memiliki sebab (‘illat) yang sama, termasuk emas sebagai objek transaksi
dalam pembiayaan syariah.

Sejak dahulu, emas memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat tukar berupa uang yang terbuat dari emas dan fungsi
komoditas yang berupa emas batangan dan perhiasan. Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan, jika emas tidak
lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, emas tersebut berstatus sama dengan
barang/komoditas, sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim,perhiasan dari emas atau perak bisa menjadi barang/komoditas
karena proses produksi, statusnya berubah menjadi (seperti) jenis pakaian dan barang, bukan jenis alat ukur/tukar/mata
uang.(Priyanti, 2021). Menurut Sykeh Mani’,emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) itu tidak lagi
sebagai penentu harga/alaut tukar/mata uang, maka boleh mengambil margin/laba/kelebihan dalam pertukaranya antara
yang sejenis tetapi tidak boleh ada pengangguhan (harus tunai)(Annisa, 2024).

Sejalan dengan Ulama Al-Lajnah al-Da’imah lil Ifta” menyebutkan apabila yang ditukarkan adalah emas yang telah
diolah dan emas lainya adalah alat tukar (uang) maka boleh berbeda nilai akan tetapi harus tunai sebelum berpisah dari
majelis akadnya.Kesimpulan dari beberapa pendapat ulama yaitu emas yang tidak difungsikan sebagai mata uang/alat
tukar/alat ukur bisa berbentuk perhiasan dan emas batangan maka berubah status dan fungsinya sebagai barang/komditas
yang bisadijual dengan kelebihan (margin/laba) pada transaksinya seperti emas dibeli dengan uang kertas/kartal atau
perak atau bahkan emas (komoditas) ditukar dengan emas (mata uang) dengan menambahkan margin/laba namun tetap
dibayar tunai.

Perbedaan ulama dalam menentukan ‘illat pada asnaf al-riba diperuntukan dalam menentukan barang-barang yang
lain yang tidak disebutkan dalam hadis yang menjadi barang ribawi, sehingga barang-barang yang lain yang juga
terdapat padanya ‘illat asnaf al- riba maka akan berstatus hukum barang ribawi selamanya melekat pada enam barang
yaitu emas, perak, gandum, tepung,kurma dan garam sampai kapanpun, apapun bentuknya dan bagaimanapun fungsinya,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the
Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are
credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply
with these terms is not permitted.



bahkan apabila diolah sehingga bercampur dengan benda lain, maka harus dipishkan perhitungannya pada volume atau
berat.

Sejalan dengan itu seperti uang kertas memiliki ‘illat harga dan beras memiliki ‘illat makanan pokok yang dapat
disimpan, sehingga uang kertas dan beras termasuk barang ribawi yang dikenal dengan al-asnaf al-ribawiyah,
Sebagaimana ijma’ yang dinukilkan oleh Ibnu Rusyd setelah menyebutkan ke enam harta riba beliau berkata: “Semua itu
telah disepekati oleh para Ahli Fikih.(Suska, 2024) Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ‘illat
pada al-asnaf al-ribawiyah dan perbedaan mereka itu didasari atas perbedaan metode ijtihad mereka masing-masing.

Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa, “Yang paling tepat yang dapat dikatakan bahwa ‘illat pada emas
dan perak adalah asalnya berupa emas dan perak, baik berupa alat tukar maupun bukan (komoditas) termasuk barang
ribawi seperti yang dijelaskan tentang kalung yang diriwayatkan oleh Fadalah bin ‘Ubaid bahwasanya beliau membeli
kalung yang terdapat emas dan manik-manik dengan harga 12 dinar, maka diapun memisahkan emas dan manik-manik
itu dan mendapati emasnya lebih banyak dari 12 dinar, maka Rasulullah melarang menjualnya sampai dipisahkan (H.R.
Muslim).

Bahwasanya emas atau perak dalam bentuk apapun seperti perhiasan, emas batangan, emas mata uang maka
berdasarkan hadis diatas tetap tergolong barang ribawi yang tidak sama perlakuanya pada besi, baja dan barang tambang
lailnnya (bukan barang ribawi). Transaksi tukar menukar ataupun jual beli barang -barang ribawi harus dilakukan secara
tunai/kontan dan tidak boleh dicicil/angsur.Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dari ‘Ubadah bin
Samit, “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai.
Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (H.R. Muslim) Dan hadis dari Umar bin
Khatthab, “Emas dengan perak adalah riba kecuali secara tunai.” (H.R.Muslim).

3.3 Pendapat DSN MUI tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Non Tunai

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatakan bahwa emas termasuk dalam kategori
barang ribawi. Menurut hadis Nabi SAW, barang ribawi harus diperjualbelikan secara tunai dan tidak boleh ada
penundaan dalam penerimaan barang. Namun, DSN-MUI melakukan penafsiran kontemporer dengan
mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam dunia ekonomi modern. Di sini, emas tidak hanya digunakan sebagai
alat tukar, tetapi juga sebagai bentuk investasi(Antonio, 2001)(Syaikhu, 2020b).

Pendapat DSN-MUI tersebut resmi dituangkan dalam Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang pembelian dan
penjualan emas secara non tunai. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi jual beli emas dengan
sistem non tunai diperbolehkan, asalkan emas tidak digunakan sebagai alat tukar resmi seperti uang. DSN-MUI
menempatkan emas sebagai barang atau perhiasan (sil‘ah), bukan sebagai tsaman, sehingga aturan tentang jual beli emas
tidak sepenuhnya diatur oleh aturan sharf yang berlaku untuk transaksi mata uang.

DSN-MUI berpendapat bahwa transaksi emas secara angsuran diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan,

kepastian hukum, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, DSN-MUI mensyaratkan adanya
kejelasan akad, harga, jangka waktu pembayaran, serta mekanisme penyerahan emas dalam transaksi non tunai.
Dengan demikian, pendapat DSN-MUI tentang pembelian emas dengan sistem non tunai adalah bentuk penyesuaian
hukum Islam terhadap kebutuhan ekonomi masa kini. Meskipun memberikan keleluasaan, DSN-MUI tetap menekankan
bahwa transaksi emas non tunai harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan tidak bertentangan dengan
nilai-nilai syariah.

3.4 Fikih Muammalah Tentang Akad Ganda (Hybrid Contract)

Produk Gold to Baitullah (GTB) yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan dua jenis kontrak
utama, yaitu kontrak murabahah dan kontrak rahn, yang diterapkan secara bertahap dan terpisah. Pada tahap awal, bank
membeli emas dari pemasok resmi, lalu menjual emas tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah dengan harga
dasar ditambah keuntungan/margin yang sudah disepakati sejak awal, dan pembayaran dilakukan secara cicilan. Setelah
emas tersebut secara resmi menjadi milik nasabah, emas tersebut digunakan sebagai jaminan (marhun) dalam kontrak
rahn (gadai) untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk setoran atau pembayaran biaya haji(Ascarya,
2021b).

Murabahah berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan. Dalam fikih muamalah, murabahah adalah salah satu
bentuk akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang
disepakati bersama pembeli(Krisnaningsih et al., 2022).Murabahah merupakan bentuk transaksi transparan karena
margin dan harga pokok diketahui kedua belah pihak sejak awal. Akad ini termasuk dalam kategori ba’i amanah atau
jual beli kepercayaan yaitu kepercayaan nasabah kepada pihak penjual (dalam hal ini bank syariah) untuk menyampaikan
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harga sebenarnya pada nasabah menjadi penting untuk memperoleh kesepakatan bersama (akad)/ridho bin ridho, suka
sama suka(Dalam & Sejarah, n.d.)

Akad murabahah dalam figh muamalah termasuk dalam jenis akad jual beli yang diizinkan dalam Islam. Dasar
hukumnya berasal dari prinsip umum jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT dengan sistem suka sama suka dan
keadilan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Dalam transaksi murabahah, penjual wajib menjelaskan secara jujur harga pokok barang dan besarnya keuntungan
yang diperoleh, agar tidak terjadi kesamaran (gharar) atau riba(Herawan, Al Hakim, et al., 2023). Hal ini sesuai dengan
ajaran Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa keberkahan dalam berjual beli bergantung
pada kejujuran dan transparansi antara penjual dan pembeli, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
Jurnal figh muamalah modern menjelaskan bahwa murabahah diperbolehkan selama besarnya margin keuntungan telah
disepakati sejak awal dan tidak berubah karena penundaan pembayaran, sehingga terhindar dari riba nasi’ah(Ascarya,
2021a).

Akad rahn adalah jenis akad penjaminan atau gadai yang digunakan dalam transaksi utang piutang untuk
memberikan jaminan kepada pihak yang memberi utang terhadap kewajiban pihak yang berhutang. Secara istilah, rahn
didefinisikan sebagai tindakan menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi (marhiin) sebagai jaminan atas utang
(marhtin bih), sehingga pihak yang memberi utang mendapatkan kepastian bahwa utang tersebut akan lunas. Dalam
praktik perbankan syariah, akad rahn digunakan sebagai akad tambahan (tabarru’) yang berperan sebagai pengaman
pembiayaan dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang jaminan itu sendiri(Syaikhu, 2020b).

Akad rahn atau gadai syariah juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur’an dan hadis. Salah satu ayat
yang menjadi landasan kebolehan rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menekankan menyebutkan
keberadaan barang jaminan dalam transaksi tidak tunai: . ) ) )

il 58 5 1y e 25 0
“Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang
dipegang.” (QS. Al-Baqarah: 283)

QS. Al-Baqarah ayat 283 menunjukkan bahwa Islam mengizinkan penggunaan barang jaminan sebagai alat untuk
memperkuat proses transaksi utang piutang selama dilakukan secara adil dan jelas.Akad rahn juga ditunjukkan oleh hadis
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha. Dalam hadis itu,
Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk memperoleh
makanan yang dibeli. Hadis ini menjadi dasar bagi praktik rahn dalam Islam dan menegaskan bahwa akad rahn
diperbolehkan selama tidak terkait dengan pengambilan keuntungan yang bersifat riba. Karena itu, penggunaan akad
rahn dalam perbankan syariah tetap diperbolehkan selama barang jaminan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan
keuntungan bagi pihak penerima gadai, kecuali untuk biaya pemeliharaan yang diperbolehkan dalam syariat.(Maulana,
n.d.)(Roficoh & Ghozali, 2018).

Banyak produk keuangan syariah menggunakan 2 akad atau lebih dalam 1 produk seperti GTB,dan beberapa produk
keuangan syariah lain seperti transaksi kartu kredit syariah, terdapat akad ijarah, qardh, dan kafalah kemudian obligasi
syariah meggunakan akad mudharabah (atau ijarah) dan wakéalah disertai dengan kafélah atau wa’d.Akad-akad tersebut
melekat pada suatu produk dalam transaksi-transaksi secara bersamaan atau tidak dapat dipisahkan, karena merupakan
bagian integral dari produk tersebut. Praktik satu produk dengan 2 atau lebih akad dikenal sebagai multiakad atau al-
"uqid al-murakkabah dalam bahasa fikih muamalah kontemporer (Maulana, 2016) Maulana, H. (2016). Multiakad dalam
Transaksi Syariah Kontemporer pada

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Al-Igtishad: Journal of Islamic. Al-’uqiid al-murakkabah dipahami
dengan kontrak atau hibrida yaitu kombinasi beberapa akad yang dilakukan dalam satu akad.Praktik Al-uqid al-
murakkabah terjadi pula pada zaman Nabi Muhamaad(Konsep et al., n.d.)

Pendapat ulama yang kuat atas diperbolehkanya multiakad yang melekat pada produk yaitu pengikut
mazhab khofiyyah, malikiyyah, syafi’iyyah, hanabilah dan kebanyakan ahli ilmu hukum asal al-’uqid al-méliyah atau
kontrak keuangan hukumnya boleh,dianggap sah dan tidak diharamkan serta tidak batal kecuali terdapat dalil yang
mengharamkan serta membatalkannya sesuai surah Al-Maidah ayat 1 tentang perintah tunaikanlah akad-akad
dikarenakan Allah memerintahkan untuk menuntaskan segala akad dan secara umum selama tidak ada larangan secara
khusus yang melarangnya, maka diperbolehkan melakukannya.Surah Al-Maidah ayat 1:
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Artinya:
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“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan
disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik penggabungan akad atau multiakad dengan memberikan
batasan-batasan yang dipilah menjadi lima, yakni (Arfan, 2017) :

1. Multiakad tidak dilarang oleh nash agama yang berarti suatu multiakad tidak boleh secara terang-terangan dilarang
oleh dalil syara’seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW, terdapat tiga bentuk multiakad yang
dilarang, yaitu penggabungan akad dalam jual beli (bai’) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, serta dua
transaksi dalam satu transaksi seperti Ali ingin membeli laptop Sulis dengan Rp. 2.000.000,-, dengan syarat Sulis
meminjamkan uang pada Ali Rp. 2.000.000,-, maka akad jual beli tersebut menjadi tidak jelas; apakah pembayaran
dilakukan dengan Rp.2000.000,- atau lebih. Hal ini membuat harga dalam akad jual beli menjadi ambigu, karena
Rp. 2.000.000,- yang diterima adalah pinjaman.

2. Multiakad tidak boleh terdiri dari akad-akad yang memiliki akibat hukum yang saling bertolak belakang seperti
menggabungkan akad salaf dan jual beli yang memiliki hukum yang berbeda.Jual beli termasuk dalam kategori akad
mu‘awadhah (komersil)untuk mencari laba, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial dan tergolong akad tabarru
(derma/sosial) untuk tujuan persaudaraan dan kasih saying.

3. Multiakad tidak digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan sesuatu yang haram seperti seseorang menjual
barang seharga dua ratus ribu secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual dengan
harga seratus ribu secara tunai.

4. Multiakad tidak boleh menyebabkan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan atau haram. Batasan ini
bersifat umum dan mencakup ketiga batasan diatas sebelumnya(Ulum et al., 2024).

Akad ganda atau kontrak hybrid (al-‘uqiid al-murakkabah) merupakan gabungan dua atau lebih akad dalam satu
transaksi. Dalam studi figh klasik, penggabungan akad sering dikritik karena adanya hadis yang melarang dua akad
dalam satu kesempatan (nahy ‘an shafqatayn fi shafqah wahidah). Namun, kebanyakan ulama modern tidak memandang
larangan itu secara mutlak, melainkan hanya berlaku dalam konteks akad yang bertentangan atau menyebabkan
ketidakjelasan(Dewi et al., 2022). Beberapa jurnal fikih muamalah modern menyebutkan bahwa akad ganda
diperbolehkan selama setiap akad jelas terpisah, tidak saling menggugurkan, dan tidak digunakan sebagai cara untuk
menghalalkan riba. Akad ganda yang dilarang adalah akad yang saling bergantung secara tidak sah(Ascarya, 2021a),
seperti menggabungkan akad pinjaman tanpa bunga dengan akad jual beli yang memberi tambahan manfaat bagi
pemberi pinjaman

Multiakad yang ada pada produk GTB memuat unsur multiakad yang dilarang, yaitu penggabungan akad dalam jual
beli (bai’) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, serta dua transaksi dalam satu transaksi. Akad gadai emas
dapat diberikan jika nasabah membeli emas dengan sistem cicil(murabahah) sehingga akad gadai tidak akan terjadi jika
akad murabahah pembelian emas (cicil) tidak terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan/saling bergantung,tidak
terpisah dan saling menggugurkan yaitu jika tidak jadi akad murabahah pembelian emas (cicil) maka tidak jadi akad
gadai (rahn) untuk melunasi sisa biaya haji seperti dikiyaskan pada contoh diatas, Ali ingin membeli laptop Sulis dengan
Rp. 2.000.000,-, dengan syarat Sulis meminjamkan uang pada Ali Rp. 2.000.000,-, jadi, Ali tidak akan membeli laptop
jika Sulis tidak meminjami uang.

Dalam beberapa penelitian tentang pembiayaan emas di perbankan syariah, akad ganda biasanya terdiri dari
kombinasi akad murabahah dan akad rahn atau wakalah(Herawan, Hakim, et al., 2023) dan dibolehkan karena akadnya
berurutan dan tidak dilakukan dalam satu kesepakatan yang saling mengikat secara tidak sah. Dengan demikian,
kebolehan akad ganda sangat bergantung pada bagaimana kontrak dirancang serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
syariah.

4.5 Pembahasan Akad Ganda Menurut MUI

DSN-MUI secara jelas menentukan batasan dalam melakukan akad ganda berdasarkan berbagai fatwa yang
dikeluarkand(DSN-MUI, 2010). Prinsip yang digunakan adalah setiap akad harus dipisahkan dengan jelas, baik dari segi
pernyataan maupun dampak hukumnya. DSN-MUI tidak melarang sepenuhnya adanya akad ganda, tetapi hanya
melarang penggabungan akad yang berpotensi menyebabkan riba, ketidakpastian, dan ketidakadilan.

Dalam praktik perbankan syariah, DSN-MUI memperbolehkan penggunaan beberapa jenis akad dalam satu produk
selama akad-akad tersebut tidak bertentangan dan tidak digunakan untuk memperbolehkan transaksi yang dilarang.
Contohnya, penggunaan akad murabahah yang diiringi akad rahn diperbolehkan karena masing-masing akad memiliki
tujuan yang berbeda dan tidak saling membatalkan.Meski demikian, DSN-MUI menekankan pentingnya kejelasan dan
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pemisahan masing-masing akad dalam dokumen kontrak.Hal ini bertujuan agar nasabah memahami hak dan
kewajibannya serta menghindari penggunaan beberapa akad yang bertentangan dengan tujuan syariah. Prinsip ini
menjadi dasar dalam mengevaluasi keabsahan penggunaan dua akad dalam produk cicilan emas di lembaga keuangan
syariah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa emas dalam perspektif figh
muamalah sebagai barang ribawi. Dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama, emas termasuk dalam kategori al-asnaf
al-ribawiyah. Dalam transaksi yang sama, emas harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai (mitslan bi mitslin) dan
dilakukan secara tunai (yadan bi yadin) agar tidak terjadi riba, baik riba al-fadl maupun riba al-nasT’ah. Prinsip ini
menjadi dasar utama dalam hukum transaksi emas menurut fikih klasik dimana emas yang dibeli dengan akad
murabahah dengan sistem cicil perlu dikaji ulang berdasarkan pada hadis hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam
dari ‘Ubadah bin Samit, “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak (dengan syarat harus) sama dan sejenis
serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (H.R. Muslim) Dan hadis
dari Umar bin Khatthab, “Emas dengan perak adalah riba kecuali secara tunai.” (H.R.Muslim) maka transaksi tukar
menukar ataupun jual beli barang -barang ribawi harus dilakukan secara tunai/kontan dan tidak boleh dicicil/angsur.

Meskipun banyak berkembang fikih modern dalam ekonomi modern dan perubahan fungsi emas yang tidak lagi
digunakan sebagai alat tukar resmi, muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama zaman sekarang.Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberi ruang untuk
membolehkan jual beli emas secara non tunai, dengan syarat emas dilihat sebagai komoditas (sil‘ah), bukan sebagai alat
tukar (tsaman) maka sesuai hadis fikh klasik barang ribawi tetap dzatnya sebagai barang ribawi meskipun berubah
bentuk dan fungsi sebagai mata uang, perhisan maupun emas batangan sehingga tetap harus dibayar tunai.

Multiakad pada transaksi GTB Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat disimpulkan bahwa konsep produk ini
menggunakan dua akad utama, yaitu akad murabahah untuk pembiayaan pembelian emas secara cicilan yang kemudian
emas tersebut digadaikan (rahn) sebagai jaminan untuk pelunasan kekurangan biaya haji maka pada multiakad tersebut
mengandung unsur penggabungan dua transaksi dalam satu transaksi serta menimbulkan ketergantungan/saling
bergantung,tidak terpisah dan saling menggugurkan akad yaitu akad gadai emas dapat diberikan jika nasabah membeli
emas dengan sistem cicil(murabahah) sehingga akad gadai tidak akan terjadi jika akad murabahah pembelian emas (cicil)
tidak terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan/saling bergantung,tidak terpisah dan saling menggugurkan Namun,
pembelian emas secara cicil dan multiakad telah dianggap sesuai dengan DSN-MUI sehingga perbolehkan untuk
digunakan oleh nasabah. Namun DSN MUI perlu meninjau kembali berdasarkan tinjauan hadis tentang emas sebagai
barang ribawi dan penerapan multiakad yangsaling bergantung dan tidak terpisahkan sehingga saling menggugurkan.

Produk GTB sebagai produk pembiayaan yang menggunakan skema pembiayaan murabahah dalam pembelian emas
secara cicil dan menggadaikan emas tersebut (rahn) untuk pelunasan biaya haji dapat digunakan masyarakat karena
sudah sesuai dengan fatwa DSN MUILNamun, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan berdasarkan
tinjauan kepustakaan dari sudut pandangn berdasarkan mazhab klasik yang juga sesuai Al Quran, hadis dan Ijma sebagai
bahan tinjauan pelaksanaan GTB dari segi fikih muamalah dan multiakad yang dilaksanakan pada produk GTB.

Ucapan Terimakasih

Mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang mana sampai pada tahap menyelesaikan artikel jurnal
penelitian ini dengan baik. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada orang tua, dosen
pembimbing,dosen kaprodi,sahabat terdekat, orang terkasih, dan bias-bias saya di dunia kpop . Penulis bersyukur dengan
kehadiran orang terkasih yang memberi semangat sehingga penelitian ini dapat banyak ilmu dan pengetahuan dan bisa
menyampaikan melalui artikel jurnal ini.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the
Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are
credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply
with these terms is not permitted.



DAFTAR PUSTAKA

(DSN-MUI), D. S. N. M. U. L. (2002). Fatwa No. 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn Emas. DSN-MUIL.

(DSN-MUI), D. S. N. M. U. L. (2010). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli
Emas Secara Tidak Tunai. DSN-MUI.

(OJK), O.J. K. (2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Lembaga Keuangan Non-Bank. OJK.

(OJK), O.J. K. (2014). POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Lembaga Jasa Keuangan
Syariah. OJK.

(OJK), O.J. K. (2017). POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK.

(OJK), O.J. K. (2022). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.

Afnan, C. (2013). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.
UIN Sunan Kalijaga.

Annisa. (2024). Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah
Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.

Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.

Aristianti, S., Waluyo, B., & Arman, A. (2021). Pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi, dan non perfoming
financing terhadap penyaluran pembiayaan produk gadai emas. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 3(1).

Ascarya. (2021a). Akad dan Produk Bank Syariah Kontemporer. BI Institute.

Ascarya. (2021b). Akad dan Produk Keuangan Syariah Kontemporer. BI Institute.

Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah
Cabang Istiqlal Manado. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1).
https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660

Ayubi, M. (2021). Tagabudh pada Transaksi Emas Digital: Analisis Figh Kontemporer. Journal of Islamic Economics,
12(1), 45-60.

Dalam, Z., & Sejarah, P. (n.d.). Muhammadun Pemikiran Hukum Islam Wahbah az- Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah.
170-190.

Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid Contract in Islamic Financial Services. 14(1), 111-128.
https://doi.org/10.15408/aiq.v14i11.25692

DSN-MUIL. (2010). Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

Fadilah, N., Tuttoyyibah, N., & Hannah, A. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Tabungan Emas (Studi
Kasus Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo). Journal of Social Science and Humanities Research, 2(2), 110-117.
https://doi.org/10.56854/jsshr.v2i2.284

Hanggraeni, D. (2019). Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah. IPB Press.

Herawan, J., Al Hakim, S., & Setiawan, 1. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah. AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law), 4(1).

Herawan, J., Hakim, S. A., & Setiawan, 1. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Syariah. Al-Mashalih
Journal, 4(1), 15-27.

Hidayatullah, S. (2020). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. 4rtikel, vol 2 no
1(11).

Indonesia, B. S. (2023). Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia. BSI.

Ismail, A. (2020). Perbankan Syariah. Kencana.

Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Grafindo Persada.

Konsep, L., Al, A.-U., Abdul, M., Mahdiya, 1., Al-murakkabah, I. K. A.-U., Uqud, D. A. N. A.-, Addidah, A.-M.,
Muamalah, D., Wahab, A., & Mahdiya, 1. (n.d.). PENDAHULUAN Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah
yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat . Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan
pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah . Pada dasarnya
perbankan syariah telah hadir semenjak tahun 1960-an yakni Mit Ghamr Bank di Egypt yang pertama kali berdiri
pada tahun 1963 , sebagai suatu bentuk Pilot Project dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia .
Semenjak itu , beberapa bank yang berbasiskan syariah mulai bermunculan , apalagi setelah berdirinya Islamic
Development Bank pada tahun 1975 di Jeddah , Mekkah . Disusul beberapa bank Islam lainnya seperti Dubai Islamic

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the
Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are
credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply
with these terms is not permitted.



Bank pada tahun 1975 , Faisal Islamic Bank di Egypt dan Kuwait Finance House pada tahun 1977 ( Huda , 2009 ). Di
Indonesia , lembaga keuangan syariah bermula dari pendirian koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitul Tamwil
Salman di Bandung pada tahun 1980-an . Bank syariah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya
deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 . Hal ini karena pada saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat
suku bunga , termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus ( Muhammad , 2002 ). Posisi perbankan syariah
semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No . 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan
Jjenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil yang ditandai dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia ( BMI ) pada tahun 1992 dengan prinsip bagi hasil . Titik kulminasi telah
tercapai dengan disahkannya UU No . 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja
yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah
( Muhammad , 2002 ). Terbitnya UU No 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional
yang berguna untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat ( Pratiwi , Fungsi Bank
secara garis besar adalah sebagai lembaga intermediasi ( intermediary institution ) yang mengerahkan dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk
fasilitas pembiayaan . Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-
transaksi yang dilakukannya . Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga , maka
Bank Syariah dari apa yang di.... 1-16.

Krisnaningsih, D., Fauji, 1., Maulidiyah, D., & Saadah, T. P. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang
Syariah Surabaya. 8(03), 3032-3046.

Lamtana, & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian ... Penerapan
Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda).
Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan, 10(2), 422—440.

Maulana, H. (n.d.). Multiakad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di indonesia. 51.

Mubarok, A. H. (2017). Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembaganya dalam Pasar Modal Indonesia. Fakultas
Hukum UIL

Nurjadidah, A. F. (2020). Tinjauan Syariah BSI Cicil Emas. Adz Dzahab: Journal of Islamic Law and Economics.

Nurjanah, A. F. (2020). Tinjauan Syariah Cicil Emas BSI. Adz Dzahab Journal, 4(1), 1-10.

Priyanti, Y. (2021). Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP
Palembang Merdeka. Jurnal llmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, 1(2), 285.

Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah:
Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2). https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736

S., M. D. F., M. Wahyuddin Abdullah, & Khaerul Aqgbar. (2021). ANALISIS KOMODITAS EMAS DENGAN KONSEP
RIBA DALAM PERSPEKTIF USUL FIKIH. 7(1),20-37.

Simah Bengi, E., & Yoland, I. (2025). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian
Mekanisme dan Implementasinya. Jurnal Equivalen.

Suska, U. I. N. (2024). Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi Most.
http://repository.uin-suska.ac.id/79128/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf

Syaikhu. (2020a). Fikih Muamalah Kontemporer. K-Media.

Syaikhu. (2020b). Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. K-Media.

Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam
Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 12.
https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431

Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial

relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the
Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are
credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply
with these terms is not permitted.



